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Analisis Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan 
PT. Rizki Cemerang Transportaco 
 
Asset and Liability Deffered Tax Analysis 
PT. Rizki Cemerlang Transportaco 
 
Siti Fadhila Zanaria 
Yohanis Rura 
Muh. Nur Azis 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan aset dan liabilitas pajak 
tangguhan PT Rizki Cemerlang Transportaco sesuai dengan PSAK No. 46. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive 
comparative, yakni memperbandingkan praktik pencatatan akuntansi perusahaan 
dengan aturan PSAK 46. Data yang digunakan berupa data sekunder tahun 
2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan 
perhitungan Utang Pajak Tahun Berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan 
dengan membuat koreksi fiskal atas laba sebelum pajak. Namun demikian, 
dalam penyajian beban pajak, baik Beban PPh Pasal 25 maupun Beban PPh 
Pasal 4 (2), mengabaikan prinsip keterkaitan saat pengakuan beban PPh 
tersebut dengan saat pengakuan pendapatan dan beban yang menimbulkanya, 
sehingga tidak terbentuk pajak tangguhan, sebagaimana yang diatur dalam 
PSAK 46.  
 
   
Kata kunci : PSAK No. 46, Pajak Tangguhan, Prinsip Keterkaitan, Saat 
Pengakuan 
 
This research aims to analyze assets and liabities deffered tax PT Rizky 
Cemerlang Transportaco according to PSAK No. 46. The method used in this 
research was Desciptive Comparative which is comaparating company’s financial 
statement  with the rules of PSAK No. 46. Data that used are secondary data 
which is financial statement PT Rizki Cemerlang Transportaco 2014. The result 
showed that company has applied the accounting current tax liabilities refer to 
the tax rules by recognize fiscal correction of income before tax. However, in the 
presentation of tax expenses, both Expense of PPh Pasal 25 and Expense of 
PPh Pasal 4 (2), ignoring the matching principle between the recognition of 
income tax expense with the timing of the recognition of revenues and expenses 
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1.1 Latar Belakang 
Salah satu kegunaan utama laporan keuangan adalah pengukuran 
kinerja atas entitas yang dilaporkan. Para pemakai laporan keuangan 
menyandarkan pemahamannya atas suatu entitas dari laporan keuangan yang 
disajikan oleh manajemen. Mereka mengambil keputusan ekonomi atas suatu 
entitas berdasarkan laporan tersebut, sehingga menjadi kewajiban bagi pihak 
penyaji laporan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat membantu para 
pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi. 
Untuk memperoleh laporan keuangan yang dapat membantu dalam 
pengambilan keputusan ekonomi, maka laporan keuangan harus disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI). Hal ini karena standar tersebut telah disusun dengan mengacu 
pada kerangka konseptual (kerangka dasar penyusunan laporan keuangan) yang 
harus memenuhi persyaratan kualitatif. Salah satu persyaratan kualitatif adalah  
bahwa laporan keuangan harus dapat diandalkan (reliable), disamping ia harus 
relevan, dan dapat dipahami serta dapat diperbandingkan.  
Dalam akuntansi, laporan keuangan harus dipisahkan (cut-off) perperiode 
(periodisasi), sehingga untuk memperoleh laporan kinerja yang handal harus 
dibuat alokasi yang handal untuk mencerminkan kinerja perperiode. Laporan 
kinerja perperiode akan handal jika dalam mengalokasikan pendapatan dan 
beban, penyaji mengoptimalkan pengaitan pengakuan beban dengan pen-
dapatan yang diakui pada periode tersebut (matching principle). Dalam 





utama adalah hubungan sebab akibat. Jika tidak memungkinkan dikaitkan 
dengan hubungan sebab akibat, maka dapat ditempuh pengaitan dengan alokasi 
yang rasional dan sistematis (misal amortisasi). Alokasi yang lain adalah alokasi 
beban sekaligus pada saat terjadinya, karena ketidakbisaan mengukur manfaat 
pengorbanan tersebut di masa yang akan datang. Hal ini karena salah satu 
persyaratan untuk pengakuan aset adalah harus dapat diukur dengan handal 
manfaat ekonomisnya di masa yang akan datang. 
Sebagaimana dijelaskan di atas, perusahaan dalam menyusun laporan 
keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga 
penghasilan yang dilaporkan dalam laporan income belum tentu sama dengan 
nilai laba yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, perusahaan 
perlu mengadakan pencatatan pajak tangguhan sebagai antisipasi terhadap 
konsekuensi pajak penghasilan (aktiva dan utang pajak tangguhan) baik di masa 
kini maupun di masa mendatang.  
Untuk keperluan perpajakan, wajib pajak tidak perlu membuat 
pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) guna menghindari pemborosan waktu, 
tenaga, dan uang. Maka, perusahaan cukup melakukan pencatatan laporan 
koreksi fiskal yang disusun secara beriringan dengan laporan keuangan. 
 Pajak tangguhan dalam pengertian yang sederhana merupakan aktiva 
dan kewajiban pajak yang pengakuannya masih ditangguhkan/ditunda. Aturan 
terkait pengakuan pajak tangguhan termaktub dalam PSAK nomor 46 paragraf 
12-17. Sebelum diterbitkannya PSAK nomor 46, pada tahun 1995 terlebih dahulu 
diterbitkan PSAK nomor 16 paragraf 77 yang berisi mengenai dua aturan dalam 
mencatat  pengakuan pajak penghasilan. Aturan tersebut membolehkan 





terjadi antara laba fiskal dengan laba komersial (metode penangguhan pajak), 
maupun tidak mengalokasikan selisih pajak antar periode. 
 Pajak tangguhan terjadi ketika beban pajak kini menurut akuntansi 
berbeda dengan hutang pajak kini (utang pajak yang harus dibayar pada tahun 
berjalan menurut peraturan perpajakan). Pajak tangguhan dapat berupa aset 
pajak tangguhan maupun utang pajak tangguhan. Utang pajak  tangguhan terjadi 
bila beda waktu menyebabkan koreksi negatif bersih, sehingga utang pajak kini  
lebih kecil dari pada beban pajak kini menurut akuntansi. Sementara, aset pajak 
tangguhan terjadi bila beda waktu menyebabkan timbulnya koreksi positif bersih 
yang menambah laba kena pajak sehingga utang pajak kini lebih besar dari 
beban pajak kini menurut akuntansi.  
 Menerapkan pencatatan akuntansi PPh yang mengacu pada PSAK 46, 
akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan. Hal ini 
karena dengan menerapkan metode penangguhan, berarti perusahaan telah 
melakukan antisipasi terhadap konsekuensi pajak yang terjadi di masa kini 
maupun masa yang akan datang. 
 Konsekuensi pajak timbul akibat adanya perbedaan pengakuan 
pendapatan dan beban menurut akuntansi dan pengakuan pendapatan dan 
beban menurut aturan perpajakan. Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dari 
pengakuan pendapatan dan beban berpedoman pada undang-undang pajak 
yang ditentukan oleh pemerintah bersama DPR, dengan tujuan mengarah pada 
kepentingan Negara dengan menggunakan pendekatan politis.  
 Sementara itu, penghasilan komersial memegang pedoman berdasarkan 
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK di Indonesia), yang 
tujuan untuk kepentingan para pelaku usaha dan stakeholder (manajemen, 





Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan cara pandang terhadap suatu 
transaksi keuangan antara pajak dan akuntasi menjadi berbeda, baik dalam 
menentukan saat pengakuan maupun cakupan yang diakui. 
 Perbedaan tersebut mencakup perbedaan cakupan dan perbedaan saat 
pengakuan pendapatan dan beban. Perbedaan cakupan berkaitaan dengan 
perbedaan objek yang harus diakui atau tidak diakui sebagai penghasilan dan 
beban, sehingga menimbulkan perbedaan permanen. Sebagai contoh,  investasi 
dalam negeri yang menghasilkan deviden tidak dikenakan pajak. Di sini, pajak 
berfungsi sebagai regulator yang menghambat pelarian modal ke luar negeri dan 
mendorong investasi dalam negeri.  
Perbedaan saat pengakuan (timing of recognition) hanya akan 
menimbulkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban yang diakui pada 
periode-periode alokasi, tetapi secara kumulatif dari periode-periode tersebut 
jumlahnya akan sama. Sebagai contoh, dalam peraturan akuntansi ada beberapa 
metode alokasi yang dapat diterapkan sesuai dengan kebijakan manajemen, 
sementara pada peraturan pajak opsi metode alokasi penyusutan telah 
ditentukan dan pilihan metodenya lebih terbatas. Adanya perbedaan ini 
menyebabkan perlu dilakukan suatu tahapan yang disebut rekonsiliasi fiskal. 
 Tujuan dari PSAK 46 adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan 
suatu entitas agar informasi keuangan  dapat mencerminkan performa laba yang 
lebih akurat, dengan mengoptimalkan tingkat keterkaitan antara beban dan 
pendapatan yang diakui. Laporan keuangan yang lebih akurat, tentu akan 
menaikkan kualitas informasi laporan keuangan bagi para pengguna yang 
berkepentingan. 
 PT. Rizki Cemerlang Transportaco merupakan perusahaan yang 





menunjukkan bahwa omset dari perusahaan jasa pengangkutan ini telah 
melebihi Rp.4.800.000.000, yang merupakan batas maksimun pengenaan PPh 
final sebagaimana yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013,  
sehingga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Namun, dalam praktiknya 
diketahui bahwa perusahaan ini belum melakukan pencatatan PPh sesuai 
dengan PSAK  46. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 
pencatatan PPh pada PT. Rizky Cemerlang Transportaco berdasarkan pada 
peraturan PSAK 46. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disusun 
rumusan masalah  sebagai berikut. 
1) Apakah PT Rizki Cemerlang Transportaco telah menetapkan 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku? 
2) Apakah PT Rizki Cemerlang Transportaco telah menerapkan 
pencatatan pajak tangguhan dalam laporan keuangannya, 
sebagaimana yang diatur PSAK 46? 
1.3  Tujuan Penelitian  
 Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 
penelitian ini sebagai berikut. 
1) Untuk mengetahui penerapan ketentuan perpajakan dalam menetapkan 
pajak yang terutang pada PT. Rizki Cemerlang Transportaco. 
2) Untuk mengetahui penerapan pencatatan pajak tangguhan pada PT. 







1.4  Kegunaan Penelitian 
 Berangkat dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat 
membawa manfaat sebagai berikut. 
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini  dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 
aset dan liabilitas pajak tangguhan berdasarkan pada PSAK nomor 46. 
2. Bagi Praktis 
Penelitian ini dapat memberi masukan mengenai penerapan pencatatan 
aset dan liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan peraturan pada 
PSAK nomor 46. 
 
1.5  Batasan Masalah 
 Masalah yang diteliti ialah pencatatan pajak tangguhan PT Rizki 
Cemerlang Transportaco dengan mengacu pada PSAK 46. Penelitian ini merujuk 
pada laporan keuangan PT Rizki Cemerlang Transportaco tahun 2014. Selain itu 
penelitian ini hanya dibatasi pada pos-pos dalam laporan keuangan akan 
menjadi penyebab terjadinya penambahan ataupun pengurangan Dasar 
Pengenaan Pajak di masa yang akan datang. 
 
1.6  Sistematika Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penyajian dan pembahasan diuraikan dalam lima 
bab dengan sistematika pembahasan dan aturan-aturannya untuk memudahkan 
pembaca agar lebih mudah mengerti dan memahami penelitian ini. Adapun 
gambaran sistematika pembahasan secara garis besar sebagai berikut. 





Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang pelaksanaan pe-
nelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, batasan masalah, serta sistematika pembahasan.  
BAB II :   Tinjauan Pustaka  
Dalam bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar dan konsep-
konsep yang secara teoretis berhubungan dengan penulisan 
skripsi ini, yang meliputi konsep laporan keuangan, akuntansi 
komersial dan akuntansi fiskal, koreksi fiskal, pajak penghasilan, 
serta pajak tangguhan PSAK 46. 
BAB III : Metode Penelitian  
Bab ini berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, jenis 
penelitian, jenis dan sumber data serta instrumen dan metode 
pengambilan data 
BAB IV :  Hasil Analisis dan Pembahasan  
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan 
tempat penelitian dilakukan. Pada bab ini juga di-uraikan 
mengenai hasil penelitian yang dilakukan. 
BAB V :  Kesimpulan dan Saran  
Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran implementasi 












2.1 Laporan Keuangan 
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 
 Setiap entitas perlu melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai 
cerminan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan selama periode tertentu. 
Menurut PSAK No. 1 (2014 : paragraf 07). 
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan 
arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 
 
 Menurut Weygandt (2012:5) definisi laporan keuangan adalah laporan 
keuangan sebagian besar menyajikan (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan 
laba rugi/laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan 
perubahan modal. Pengungkapan penuh merupakan bagian yang intergral dari 
tiap laporan keuangan. Sementara dalam PSAK nomor 1 paragraf ke 7 
mengungkapkan bahwa "laporan keuangan suatu penyajian terstuktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.  
 Dari penelitian sebelumnya Febriyanti (2014 : 7) berpendapat bahwa 
“laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang 
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 
selama tahun buku yang bersangkutan”. Berdasarkan beberapa pemahaman 
yang dipaparkan tentang laporan keuangan, maka peneliti dapat menarik 
kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian informasi tentang 







kurun waktu tertentu (penyajian rutin tiap periode) maupun informasi tambahan 
yang perlu guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap entitas tersebut. 
 
2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan 
 Karakteristik kualitatif (kualitas) merupakan suatu ciri khas yang membuat 
informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya.  Berikut adalah 
karakteristik laporan keuangan dilihat dari segi kualitas berdasarkan Pernyataan 
Standar Akuntansi (PSAK) no.1 (2014 :24-38). 
1. Dapat dipahami 
Kualitas penting informasi yang dikandung dalam laporan keuangan 
adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya. Pemakai 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas 
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 
informasi dengan ketekunan yang wajar 
 
Oleh karena itu, perusahaan perlu memerhatikan penyusunan laporan 
keuangannya yang mana informasi laporan keuangan tersebut memuat 
keseluruhan informasi yang mampu merefleksikan kinerja perusahaan 
selama periode tertentu tanpa menimbulkan pemahaman yang keliru bagi 
pengguna dikarenakan kompleksitas  penyajian informasi. Informasi yang 
kompleks dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi yang 
tidak tetap dan dapat menimbulkan kerugian materil. 
2. Relevan 
 Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus relevan 
 untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 
 keputusan. Informasi di dalam laporan keuangan memilki kualitas relavan 
 jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 
 mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 
 menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 
  
Informasi keuangan yang relevan ialah informasi keuangan yang mampu 





ekonomi yang tepat. Informasi keuangan yang relevan menyajikan 
informasi keuangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum. 
3. Materialitas 
 Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas laporan 
keuangan. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar 
laporan keungan.  
 
Kesalahan material dalam laporan keuangan, bisa disebabkan oleh 
kelalaian dalam mencatat (misstatement) atau mencantumkan (omission). 
Kesalahan informasi dianggap material bila kesalahan tersebut dapat 
menyesatkan pengguna dalam mengambil keputusan 
4. Keandalan 
 Supaya laporan keuangan bermanfaat, informasi juga harus handal 
 (reliable). Informasi memilki kualitas yang handal jika bebas dari 
 pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat 
dihandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful 
representation) dari yang seharusnya disajikan secara wajar diharapkan 
dapat di sajikan. 
 
 Dua hal utama yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan yakni, (1) 
Relevan, dan (2) Reliabel. Reliabel atau keandalan laporan keuangan 
ialah laporan keuangan yang disajikan bebas dari informasi bias serta 
tidak mengandung kesalahan material. 
5. Penyajian Jujur 
 Informasi keuangan di laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari 
 resiko  penyajian yang dianggap kurang jujur dari pada apa yang 
seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena 
kesenjangan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang 
melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta pristiwa lainnya yang 
dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik 








6. Subtansi Mengungguli Bentuk 
 Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi 
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu 
dicatat  dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan 
bukan hanya  bentuk hukum. Subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak 
selalu  konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. 
 
Laporan keuangan semestinya disusun dengan lebih memerhatikan 
substansi informasinya, tidak menyajikan secara rumit dengan memuat 
informasi yang kompleks sehingga menyulitkan pengguna dalam 
memahami laporan keuangan. 
7. Netralitas 
 Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak 
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh 
ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa 
pihak, sementara hal  tersebut akan merugikan pihak lain yang 
mempunyai kepentingan yang berlawanan. 
 
8. Pertimbangan Sehat 
 Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian 
 suatu  peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang 
 diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dengan 
tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. 
  
9. Kelengkapan 
  Agar dapat diandalkan,informasi dalam laoran keuangan harus lengkap 
 dalam  batasan materialitas dan biaya. 
 
2.2 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 
  Akuntansi menyajikan informasi keuangan suatu entitas dalam satu 
periode tahun buku yang dinyatakan secara kuantitatif dengan tujuan agar pihak-
pihak berkepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat dari alternatif 
pilihan yang tersedia. Sementara, akuntansi fiskal merupakan pencatatan 






 Untuk dapat menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terhutang 
diperlukan suatu pembukuan dan pencatatan yang teratur terhadap segala 
kegiatan usaha Wajib Pajak. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang No. 6 
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 
2007 (dalam tulisan ini selanjutnya disebut UU KUP 1984) sebagai berikut. 
“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara ter-
atur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun 
laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode 
Tahun Pajak tersebut”. 
  
Menurut Pardiat (2007:1), Tujuan penyelengaraan pembukuan adalah 
untuk menghitung penghasilan neto fiskal berdasarkan UU-Perpajakan dan 
peraturan pelaksanaannya sebagai berikut. 
1. Peraturan Pemerintah (PP). 
2. Keputusan Presiden (KEPRES). 
3. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan. 
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak, atau Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak. 
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 
6. Keputusan Keberatan dari Direktur Jenderal Pajak dan Putusan 
Banding dari Pengadilan Pajak, hanya untuk WP yang  bersangkutan. 
 
 Menurut Waluyo (2008 : 45) perbedaan antara akuntansi komersial 
dengan akuntansi fiscal sebagai berikut. 
1. Dasar penyusunan : Dasar penyusunan laporan keuangan komersil 
adalah Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dasar peyusunan 
laporan keuangan fiskal adalah Standar Akuntansi Keuangan yang 
disesuaikan dengan Undang–undang perpajakan yang berlaku. 
2. Konsep  





a. Dasar akrual (accrual basis): Pengaruh transaksi dan peristiwa lain 
diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta 
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode tersebut. 
b. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (proper 
matching cost and revenue) melibatkan pengakuan penghasilan dan 
beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-
sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. 
c. Konservatif (conservative), yaitu konsep hati–hati, mungkin rugi yang 
ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan 
(cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat adjustment (jurnal 
penyesuaian). Contoh : penyisihan kerugian piutang, penyisihan 
potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, 
penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat–
surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan 
harga pasar mana yang lebih rendah, kerugian piutang (metode 
langsung dan metode penyisihan). 
d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak 
wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial. 
2) Konsep laporan keuangan fiskal terdiri sebagai berikut. 
a. Akrual Stelsel (stelsel Accrual) : Pengaruh transaksi mengakui 
penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun 
penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya 
dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun 
biaya tersebut belum dibayar tunai.  Sebagai contoh misalnya  





b. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan 
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan 
(proper matching taxable income and deductible expense) sesuai 
dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) 
penghasilan, beban (expense) yang dapat dikurangkan atas 
penghasilan kena pajak (taxable income) adalah beban yang 
timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (match and link). 
Dalam suatu transaksi akan melibatkan lebih dari satu pihak 
lainnya akan dibukukan sebagai beban.  
c. Konservatif tidak digunakan 
d. Materialistis digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak 
wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak 
digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 
hanya diperkenankan dengan metode langsung) 
3. Tujuan laporan keuangan komersial adalah: menghitung laba bersih, 
mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur 
keadaan kekayaan dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan ma-
najemen. Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah  menghitung 
besarnya pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak 
fiskus. 
4. Akibat dari penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya  
pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini 
yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung 
dengan kreditor, investor, dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat 
penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi 





bunga atau kenaikan sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau 
penjara.  
 Menurut Gunadi (2002 : 201-202) Perbedaan Laporan keuangan 
Komersial dengan laporan Keuangan Fiskal disebabkan sebagai berikut. 
a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan 
perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura 
(benefits and kinds), intercompany dividend, pembebasan utang dan 
pengahsilan (BUT) karena atribusi force attraction. 
b. Beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma 
penghitungan, pemajakan dengan metode basis bruto atau neto. 
c. Pemberian relif atau keringanan yang lainnya misalnya laba rugi 
pelaporan aktiva atau pengahasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, 
perangsang penanaman dan penyusutan dipercepat. 
d. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya kerugian mancanegara atau 
harta  yang tidak dipakai dalam usaha. 
Pendapatan dan beban adalah dua akun yang sering kali terdapat perbedaan 
pengakuan antara pihak pajak maupun pihak akuntansi. Berikut ini 
dipaparkan pengertian pendapatan dan beban. 
1. Pengertian mengenai konsep penghasilan atau pendapatan  
Konsep penghasilan (Income) menurut PSAK dalam Kerangka Dasar 
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2014:74), adalah  
“Definisi penghasilan (Income) meliputi .baik pndapatan (revenues) 
mepun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan 
aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang 
berbeda seperti penjualan, penghasan, penghasilan jasa (fees), 
bunga, deviden, royalti, dan sewa”. 
Dari sisi fiskal, dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 





tulisan ini disebut UU PPh) Pasal 4 ayat 1, yaitu: “setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang 
berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi 
atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk 
apapun”. Lebih lanjut ketentuan fiskal membedakan penghasilan tersebut 
menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 (1), (2) dan (3) UU 
PPh berikut ini. 
a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan 
b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final 
c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak 
Penghasilan. 
 
2. Pengertian Konsep Beban  
Beban (expense) menurut PSAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 
Penyajian Laporan Keuangan (2014: 78), diartikan sebagai berikut. 
“Definisi Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang 
timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. 
Beban yang timbul dama pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 
biasa meliputi, sebagai contoh, beban pokok penujalan, gaji, dan 
penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar 
atau berkurangnya aset seperti kas ( dan setara kas), persediaan 
dan aset tetap.”  
 
Dari sisi fiskal sendiri sesuai UU PPh Pasal 6, mengartikan Beban 
sebagai biaya untuk menagih, memeroleh, dan memelihara penghasilan 
atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. 
Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering berbeda 
pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang 
boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak 





penafsiran atas bunyi undang-undang yang menyatakan bahwa biaya 
yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah meliputi biaya untuk 
menagih, memelihara dan mempertahankan penghasilan. 
3. Perbedaan dalam konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan 
Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan 
terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan 
barang dagangan. 
a. Konsep Penyusutan 
 Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang 
perpajakan  adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan 
yang boleh  digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva 
berdasarkan umur  sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut 
tidak terlepas dari tafsiran judgement.  
Suandy (2011:36) mendefinisikan ada beberapa metode yang 
berbeda untuk menghitung besarnya beban penyusutan. Dalam praktik, 
kebanyakan perusahaan akan memilih satu metode penyusutan dan akan 
menggunakannya untuk seluruh aset yang dimilikinya. Beberapa metode 
tersebut yaitu sebagai berikut. 
1. Berdasarkan kriteria waktu 
a. Metode garis lurus (straight line method). 
b. Metode pembebanan yang menurun (dipercepat). 
1) Metode jumlah angka tahun (sum of the year digit method);  
2) Metode saldo menurun ganda (double declining balance 
method).  
2. Berdasarkan penggunaan. 





b. Metode jumlah unit produksi (productive output method).  
 
Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan 
yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan  UU PPh pasal 11 yaitu 
berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang 
dilaksanakan secara konsisten 
b. Konsep Nilai Persediaan 
 Pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok, menurut 
pasal 10 ayat (6) UU no 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  
dinilai berdasarkan harga perolehan (cost) yang dilakukan dengan asumsi 
aliran biaya rata-rata (average) atau dengan metode mendahulukan 
persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan first in first out 
(FIFO).  
 Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten. 
Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang 
dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan PSAK No 14 
tahun 2014 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama 
keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (weight 
average cost method) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau 
LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan 
dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa 
yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus 










2.3 Koreksi Fiskal 
  Tujuan utama koreksi fiskal adalah untuk menyajikan informasi 
sebagai dasar menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan 
system self-assessment. Menurut Dwijayanti (2013 : 26) “:Koreksi fiskal 
dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek 
akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil 
dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan)”. Perbedaan 
akuntansi ini disebabkan perbedaan kepentingan yang mana perusahaan ingin 
laporan keuangannya dapat optimal dalam menginformasikan kinerja dan untuk 
pengambilan keputusan bisnis, sementara pihak pajak menyusun akuntansi fiscal 
guna kepentingan ekonomi Negara dengan pendekatan politis. 
 Achmad Tjahjono dan M. Fakhri (2000 : 25), menyatakan bahwa untuk 
menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial menjadi laporan 
keuangan fiskal, penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut. 
1. Wajib Pajak tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial.  
2. Menyelenggarakan pencatatan tambahan untuk menghitung laba 
usaha kena pajak.  
3. Melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian 
atas laba usaha karena menurut akuntansi komersial dalam rangka 
menghitung besarnya laba usaha kena pajak. 
 
Berikut ini merupakan penyebab perlunya koreksi fiskal. 
1. Adanya perbedaan antara SAK dengan regulasi perpajakan (beda 
konsep, pengukuran dan Metode Pengalokasian/saat pengakuan 
biaya). 
2. Adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak, atau 
telah dikenakan pph bersifat final (Official Assessment System). 
Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berebda dengan konsep 





diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia yang bisa menambah kekayaan wajib 
pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Fiskal membedakan 
penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok (pasal 4 Undang-undang 
PPh), sebagai berikut. 
1. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. 
2. Penghasilan yang bukan merupakan Objek pajak Penghasilan. 
3. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final. 
 3.  Adanya kompensasi kerugian fiskal. 
Secara umum SAK mengakui penghasilan dengan menggunakan 
dasar waktu (Accrual Basis). Aturan fiscal tidak berbeda dengan 
akuntansi komersial, namun dalam kasus-kasus khusus tertentu fiscal 
mengharuskan untuk menggunakan dasar tunai. 
4. Adanya harga tidak wajar karena hubungan istimewa. 
 Secara umum, perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi 
 pajak dibedakan sebagai berikut. 
1. Beda Waktu 
  Beda waktu adalah Perbedaan antara dasar pengenaan pajak 
 (DPP) dari suatu aktiva atau dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu 
 kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut, yang 
 akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal / laba 
 kena pajak periode mendatang (future taxable amount atau taxable 
 temporary differences) atau berkurangnya fiskal / laba kena pajak  
 periode mendatang (future deductible amount or deductible temporary 
 differences), pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau 





  Beda waktu timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya 
perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan 
(kriteria dan periode), dan pengukuran atau penilaian elemen-elemen 
laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, 
untung, dan rugi) yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan 
(ketentuan/peraturan perpajakan) disatu pihak, dengan standar atau 
ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak 
yang lain. Beda waktu mengakibatkan timbulnya koreksi fiskal 
terhadap laporan akuntansi atau laporan laba rugi komersial dalam 
penghitungan penghitungan laba kena pajak sebagai dasar 
penghitungan PPh terutang dan sebagai lampiran SPT Tahunan.1 
2. Beda permanen (tetap) 
Perbedaan yang timbul sebagai akibat perbedaan 
pengakuan penilaian elemen-elemen laporan keuangan (aktiva, 
kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, untung, dan rugi) yang berlaku 
dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan/peraturan perpajakan) 
disatu pihak, dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam 
disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain yang bersifat tetap. 
mengakibatkan timbulnya koreksi fiskal terhadap laporan akuntansi 
atau laporan laba rugi komersial dalam penghitungan penghitungan 
laba kena pajak sebagai dasar penghitungan PPh terutang dan sebagai 




                                                          





2.4 Pajak Penghasilan 
 Agus (2009 : .4), menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik (kontrapreatasi) yang langsung dapat ditunjukkan, 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
 Menurut Mardiasmo (2011:.1) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu 
Fungsi Penerimaan (Budgeter) dan Fungsi Mengatur (Reguler).  
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter), berarti pajak sebagai sumber dana 
yang diperuntukkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah.  
2. Fungsi Mengatur (Reguler), berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk 
meregulasi atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan 
ekonomi.  
 Mardiasmo (2011 : 2) juga menyebutkan, agar pemungutan pajak tidak 
menimbulkan hambatan atau per-lawanan, pemungutan pajak harus memenuhi 
syarat sebagai berikut. 
 1. Pemungutan pajak harus adil. 
 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 
3. Tidak mengganggu perekonomian. 
4. Pemungutan pajak harus efisien. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, 
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun 
pajak. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991. Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan 





mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan 
badan. 
 Menurut Sumarsan (2014 : 107) pajak penghasilan tidak mengacu pada 
pendapatan dari sumber-sumber tertentu, namun mengacu pada tambahan 
kekayaan Waib Pajak (tambahan ekonomis). Subjek pajak meliputi orang pribadi, 
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, 
badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). 
 
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan 
 Pasal 2 ayat (2) UU PPh, menjelaskan bahwa subjek pajak terdiri dari 
subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak uar negeri. Selanjutnya dijelaskan 
bahwa subjek pajak menjadi wajib pajak, apabila telah menerima atau 
memeroleh penghasilan, sedangkan subjek pajak lluar negeri menjadi wajib 
pajak sehubungan  dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 
sumber Indonesia. Dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau 
badan, yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 
 Subjek pajak dalam negeri terdapat dalam pasal 2 ayat 3) UU PPh, 
sebagai berikut. 
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 
yang berada di indonesialebih dari 183 hari daam jangka waktu 12 bulan, 
atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia. 
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 
berhak. 
 
 Pengecualian sebagai subjek pajak diatur dalam pasal 3 UU No. 36 
Tahun 2008, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang tidak termasuk 
sebagai subjek pajak adaah sebagai berikut. 
1. Kantor Perwakilan Negara Asing. 
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat 





mereka, yang berkerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, 
dengan syarat : 
a. Bukan Warga Negara Indonesia. 
b. Tidak menerima penghasilan lain di luar tugas dan jabatannya. 
c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama (azas 
tmbal balik). 
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan 
Menteri Keuangan. 
 
2.4.2 Objek Pajak Penghasilan 
 Penghasilan yang termasuk objek pajak dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh, 
yang berbunyi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau yang diperoleh wajib pajak, yang dipakai untuk menambah 
kekayaan wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun termasuk sebagai berikut. 
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, 
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam UU ini. 
2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan. 
3. Laba usaha. 
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk. 
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal; 
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu, dan atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, 





c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, dan 
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, 
badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, 
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan 
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebanlan 
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan dan jaminan 
pengembalian utang. 
7. deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian 
sisa hasil usaha koperasi. 
8. Royalti Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri atas tiga 
kelompok, yaitu imbalan sumbangan dengan penggunaan. 
 a. Hak atas harta tidak berwujud, misalnya hak penulis, paten,  





b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, 
 komersial, dan ilmu pengetahuan.  
c.  Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara  
 umum, walaupun mungkin belum dipatenkan. Ciri dari 
 informasi yang dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah 
 tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset 
 untuk menghasilkan informasi tersebut.  
9.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau 
diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 
dengan penggunaan harta gerak, harta tak gerak, misalnya sewa 
kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. 
10.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penerimaan 
berupa pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumut hidup yang 
dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. 
11.  Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  
12.  Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Keuntungan karena 
selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau 
adanya kebijakan pemerintah dibidang moneter. 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset (revaluasi) aset.  
14. Premi asuransi. Dalam premi asuransi ini termasuk juga premi re-
asuransi. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dan 
anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha 





15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 
yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 
bebas. 
16.  Tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang 
belum dikenakan pajak.  
17.  Penghasilan dari usaha berbasis syariah.  
18.  Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
19.   Surplus Bank Indonesia. 
  
Dalam mengakui pendapatan atau penghasilan yang diterima, ada dua 
metode yang dapat digunakan yaitu metode basis kas dan basis akrual. Kedua 
metode ini juga berlaku dalam akuntansi pajak, namun dalam kasus-kasus 
tertentu pihak pajak mengharuskan menggunakan basis kas, yaitu jika 
penerimaan mendahului yang terutang. 
 
2.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan 
Terdapat dua bentuk pemungutan pajak yang termaktub dalam peraturan 
perpajakan, sebagai berikut. 
1. Pemotongan atau pemungitan pajak oleh pihak lain atau pihak ketiga. 
a. Pasal 21 merupakan PPh atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang dipotong pihak ketiga. 
b. Pasal 22 merupakan PPh atas impor dan penjualan kea tau pembelian 
dari pihak-pihak tertentu. 
c. Pasal 23 merupakan PPh atas deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah dan 
penghargaan yang diterima/diperoleh WP dalam negeri serta imbalan  





d. Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar/terutang atas penghasilan dari 
luar negeri. 
e. Pasal 25 merupakan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak 
f. Pasal 26 merupakan PPh pasal 26 yang tidak bersifat final yang 
dikenakan terhadap Wajib pajak luar negeri. 
2. Pembayaran oleh wajib pajak sendiri (PPh pasal 25) dilakukan setiap bulan, 
atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan merupakan angsuran 
pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak 
yang bersangkutan kecuali pembayaran PPh yang bersifat final. 
 
2.5 Pajak Tangguhan PSAK 46 
Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan 
berpedoman pada PSAK dan Peraturan Perpajakan. Dalam menyiapkan laporan 
keuangan manajemen membutuhkan penilaian dan perkiraan. Hal ini 
memberikan manajemen fleksibilitas dalam meyusun laporan keuangannya. 
Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pedoman Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2014 : 27-28) tentang penyajian laporan 
keuangan dengan pendekatan akrual (accrual basis), “entitas menyusun laporan 
keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas”. Pada PSAK No.1 (2014 : 
28) menyatakan “Ketika akuntansi dasar akrual digunakan, entitas mengakui 
pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban (unsur-unsur 
laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria 
pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 
Penyajian Laporan Keuangan”.  
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan pernyataan 





pajak penghasilan (PPh) yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Sebelum 
diberlakukannya PSAK No. 46 tersebut, perusahaan hanya menghitung dan 
mengakui besarnya beban pajak pasal  21 penghasilan untuk tahun berjalan saja 
tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan. 
Menurut Djamaluddin (2008 : 58).”Pajak tangguhan (deferred tax) adalah 
efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak 
penghasilan periode yang akan datang”. Pengakuan Pajak Tangguhan (deferred 
tax) dalam laporan keuangan perusahaan adalah satu hal yang relatif baru dalam 
dunia akuntansi di Indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam 
Akuntansi Pajak Penghasilan telah diperkenankan, akan tetapi masih banyak 
yang kurang memahami tentang pajak tangguhan tersebut baik dari segi 
pengertian atau pemahaman konseptual maupun aplikasinya ke dalam laporan 
keuangan perusahaan di Indonesia  
Beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan 
perpajakan atas hasil usaha perusahaan selama periode tahun yang 
bersangkutan. Atura-aturan perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan 
melakukan koreksi-koreksi fiskal (perbedaan permanen) karena terdapat 
perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, 
cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan. Aturan perpajakan tetap 
menggunakan data. 
 
2.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 46 
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak 





adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk 
hal-hal berikut (IAI, 2015). 
1. Pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset 
(liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas. 
2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui 
entitas. 
 
 Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang 
ditimbulkan dari rugi fiskal dan kredit pajak yang dapat dikompensasi, penyajian 
pajak penghasilan pada laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang 
berkaitan dengan pajak penghasilan. 
 Ruang lingkup PSAK 46 dipaparkan sebagai berikut (IAI, 2015). 
1. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. 
2. Untuk tujuan Pernyataan ini, pajak penghasilan termasuk semua pajak 
dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. 
Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak 
yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama 
atas distribusi kepada entitas pelapor. 
3. Dikosongkan. 
4. Pernyataan ini tidak berlaku pada metode akuntansi untuk hibah 
pemerintah (PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan 
Bantuan Pemerintah) atau kredit pajak investasi. Namun, Pernyataan ini 
diterapkan pada akuntansi untuk perbedaan temporer yang dapat 
ditimbulkan dari hibah atau kredit pajak investasi tersebut 
 Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Peng-
hasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian 
pokok dari istilah-istilah tersebut (http://staffui.ac.id/martani, diakses 2 Juni 2016). 
1. Pajak Tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau 
 penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya 
 perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. 
2. Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan 





3. Beban Pajak atau Penghasilan Pajak adalah jumlah agregat pajak kini 
dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi 
pada satu periode. 
4. Kewajiban Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang 
 untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 
 temporer kena pajak. 
5. Aktiva Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan 
pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer 
yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. 
6. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau 
 kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP-nya). Perbedaan 
 temporer dapat berupa. 
a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan 
temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan 
dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai 
tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut 
dilunasi. 
b.  Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang 
menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba 
fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan 
atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. 
 Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan 
timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh 
Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang 
akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan 





temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan 
datang. 
 
2.5.2 Pengakuan dalam PSAK 46 
 Sebagaimana yang dikutip dalam Juan (2013 : 292) "perbedan temporer 
adalah perbedaan antara jummlah tercatat asset atau liabilitas dalam laporan 
posisi keuangan dengan Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP)". Dasar Pengenaan 
Pajak adalah nilai asset atau liabilitas yang diakui dalam pencatatan laba fiscal). 
Pengakuan PSAK No. 46 mengatur hal berikut. 
1. Semua perbedaan temporer kena pajak wajib diakui sebagai 
liabiliatas pajak tangguhan (paragraph 15). 
2. Semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan wajib diakui 
sebagai asset pajak tangguhan, sepanjang besar kemungkinan 
perbedaan temporer 
yang dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi 
laba fiskal (paragraph 24). 
 
 Namun, terdapat tiga pengecualian untuk ketentuan di atas, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Liabilitas/asset pajak tangguhan yang timbul dari goodwill (goodwill 
negative). 
2. Liabilitas/asset pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal 
asset atau liabilitas yang bukan merupakan transaksi kombinasi bisnis 
dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal. 
3. Liabilitas/asset pajak tangguhan yang timbul dari investasi dalam 
anak perusahaan, cabang perusahaan, atau perusahaan asosiasi 
serta kepemilikan dalam ventura bersama (join venture) dalam kondisi 
tertentu. 
 
2.5.2.1 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini 
 Apabila pada periode kini, beban pajak kini belum dibayarkan maka akan 
timbul kewajiban pajak tangguhan atau Deffered Tax Liabilities (DTL). Sementara 
jika pajak kini yang dibayar melebihi beban pajak yang semestinya (yang 







2.5.2.2 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak 
Tangguhan 
 Aset/Aktiva Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang 
dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat dari hal-hal berikut. 
1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. 
2. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. 
3. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan 
perpajakan mengizinkan. 
  Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang 
boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk 
mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali yang timbul 
sebagai berikut. 
1. Goodwill negative yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari 
 penggabungan usaha. 
2. Pangakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan 
transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba 
komersial dan laba fiskal. 
 Liabilitas/Kewajiban Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan 
yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 
temporer kena pajak, kecuali yang timbul dari sebagai berikut. 
1. Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan 
fiskal. 
2. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang 
 bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada 





 Sebagai ilustrasi mengenai pengakuan dan penjurnalan pajak tangguhan, 
Untuk laporan komersial, JAK menggunakan metode “persentase penyelesaian” 
(percentage-of-completion method) dimana pendapatan diakui berdasarkan 
persentase tingkat penyelesaian proyek, dan untuk tahun 2012 JAK menerima 
pembayaran sebesar Rp 100,000,000 dari total kontrak senilai 200,000,000 yang 
rencananya akan rampung di 2013. Sedangkan untuk laporan fiskal, JAK 
menggunakan metode “penyelesaian kontrak” (completed-contract method) 
dimana pendapatan baru akan diakui sekaligus ketika seluruh pembayaran 
diterima (saat proyek rampung di 2013.) Akibatnya, pada 2012 terjadi perbedaan 
pengakuan pendapatan. Perbedaan pengakuan pendapatan ini mengakibatkan 
perbedaan pengakuan “Laba Kena Pajak” yang otomatis juga akan 
mengakibatkan perbedaan pengakuan “Kewajiban Pajak Penghasilan” (Utang 
PPh) baik di masa kini maupun yang akan datang. 
 
2.5.2.3 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi 
 Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak 
tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan 
datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal 
tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat 
dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva 
pajak tangguhan tidak diakui. 
2.5.2.4 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan 
 Pajak Kini (current tax) adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh 
Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan 





dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan pajak yang berlaku.  
 Pengertian Pajak Kini (Current Tax) Dalam Akuntansi Pajak adalah 
"Jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada 
satu periode fiskal". Satu periode dalam perpajakan meliputi Satu Tahun Pajak 
atau Bagian Tahun Pajak. Satu Tahun Pajak meliputi periode Januari sampai 
dengan Desember, kecuali telah meminta izin untuk menggunakan periode 
lainnya. 
 Pajak penghasilan terutang adalah berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 
E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). 
Perlakuan Pajak Kini pada akhir suatu periode fiskal adalah sebagai berikut. 
1. Apabila terdapat jumlah Pajak kini yang belum dibayar, maka harus diakui 
sebagai liabilitas. 
2. Apabila terdapat jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk 
periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak 
yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. 
 Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang 
akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara 
perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat 
dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan 
dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. 
Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, 
disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba 
rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi 
sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau 





sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila 
dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, 
maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya. 
 
2.5.3 Pengukuran dalam PSAK No. 46 
PSAK 46 mengatur bahwa liabilitas/asset pajak kini untuk periode 
berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah pajak terutang (restitusi 
pajak) yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku 
atau yang telah secara substansi berlaku pada tanggal pelaporan (paragraph 
48). 
 PSAk 46 lebih lanjut mengatur bahwa liabilitas/asset pajak tangguhan 
diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat asset 
dipulihkan atau liabilitas dilunasi, yaitu tarif pajak (peraturan pajak) yang telah 
berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan 
(paragraph 49). 
 
2.5.4 Penyajian dalam PSAK 46 
Terdapat dua aspek dalam penyajian, yaitu sebagai berikut. 
1. Penyajian asset/liabilitas pajak kini dan penyajian asset/liabilitas 
pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan. 
2. Konsekuensi pajak terkait yang perhitungannya sama dengan 
perhitungan transaksi/kejadiannya. 
 Aset/liabilitas pajak harus disajikan secara terpisah dari asset dan 
liabilitas lainnya. Asset/liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari asset dan 
liablitas pajak kini. Selain itu, asset/liabilitas pajak tangguhan harus 
dikasifikasikan di bagian asset tidak lancar dan liabilitas tidak lancar dalam 





 PSAK 46 juga mengatur bahwa asset pajak harus dikompensasi (offset) 
dengan liabilitas pajak. Secara khusus, PSAK 46 mengatur bahwa asset pajak 
kini saling hapus dengan liabilitas pajak kini, jika dan hanya jika, perusahaan 
dalam kondisi berikut. 
1. Memiiki hak formal untuk mengompensasi (offset) jumlah yang diakui.  
2. Berniat melunasi dengan metode neto atau merealisasi asset dan 
melunasi liabilitas secara bersamaan. 
 
 
2.5.4.1 Penyajian Konsekuensi Pajak Terkait 
 Sesuai dengan prinsip PSAK 46, perhitungan konsekuensi pajak  terkait 
sama dengan perhitungan transaksi/kejadian. Dengan demikian kosekuensi 
pajak terkait harus. 
a. Diakui dalam aporan laba rugi komprehensif, jika transaksi atau kejadian 
tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. 
b. Diakui secara langsung di luar laba rugi (misalnya di dalam Pendapatan 
Komprehensif Lain atau langsung ke Ekuitas), jika transaksi/kejadian 
tersebut diakui di luar laba rugi. 
c. Diakui sebagai penyesuaian terhadap goodwill (atau goodwill negative), 
jika transasi kejadian tersebut timbul akibat kombinasi bisnis. 
 Secara khusus, PSAK 46 mengatur bahwa beban (penghasilan) pajak 
yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan 












2.5.5 Pengungkapan dalam PSAK 46 
 Untuk beban/penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi 
dari kegiatan aktivitas normal, PSAK mensyaratkan ha-hal berikut. 
a. Pengungkapan beban/penghasilan pajak dalam laporan laba rugi 
komprehensif. 
b. Pengungkapan unsur-unsur utama dalam beban/penghasilan secara 
terpisah, yang mencakup beban/penghasilan pajak kini, be-
ban/penghasilan pajak tangguhan, over/under provision pada periode 
sebelumnya, manfaat pajak atas saldo rugi fiscal yang dapat di-
kompensasi, dan lain-lain.. 
c. Pengungkapan penjelasan tentang hubungan antara be-
ban/penghasilan pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau 
kedua bentuk berikut. 
(a) Rekonsiliasi antara beban/penghasilan pajak dengan hasil 
perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku 
(b) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dengan dengan tarif 
pajak yang berlaku. 
d. Pengungkapan dasar tarif pajak yang berlaku yang digunakan dalam 
 menghitung poin C (paragraph 81(c) serta penjelasan tentang 
 perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif 
 pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. 
 PSAK 46 lebih lanjut mensyaratkan pengungkapan hal-hal berikut secara 
terpisah. 
a. Gabungan pajak kini dan tangguhan yang berhubungan dengan pos-





b. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap 
kelompok rugi fiskal yang dapat dikompensasi. 
(a) Jumlah asset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam 
laporan posisi keuangan.  
(b) Jumlah beban/penghasilan pajak tangguhan yang diakui dalam 
laporan laba rugi komprehensif apabila jumlah tersebut tidak 
terlihat dari perubahan jumlah asset atau liabilitas pajak 
tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
 Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terkait analisis pajak tangguhan 
berdasarkan  PSAK nomor 46, yaitu sebagai berikut. 
1. Analisis Akuntansi Pajak Tangguhan pada Laporan Keuangan PT. Bumi 
Sarana Utama. (Febriyanti :  2014). 
Berdasarkan penelitian, PT. Bumi Sarana Utama merupakan perusahaan 
yang telah menerapkan PSAK nomor 46 dalam laporan keuangannya. Ini 
dibuktikan dengan pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan 
pada neraca perusahaan. Prosedur penerapan PSAK 46 yang dilakukan 
oleh perusahaan telah mempertimbangkan konsekuensi pajak terhadap  
pelaporan keuangan. 
2. Analisis Penerapan PSAk 46 pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya 
Manunggal (Mansyur : 2012) 
Berdasarkan penelitian, PT. Prima Karya Manunggal telah menerapkan 
PSAK 46 pada laporan keuangannya. Namun, PT. Prima Karya 
Manunggal belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak 





tidak terdapatnya pengakuan akan pengurangan kewajiban jangka 
panjang perusahaan yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang 








3.1 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang bergerak di bidang 
konstruksi dan manufaktur PT Rizki Cemerlang Transportaco yang berlokasi di 
Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus  sampai September 
2016. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah descriptive comparative yaitu berupa studi 
kasus yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Akuntansi Pajak 
Penghasilan terkait pajak tangguhan dalam PSAK 46. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Data kualitatif, yaitu data yang sifatnya deskriptif dan non-angka. Data ini 
memberikan gambaran umum mengenai PT Rizki Cemerlang 
Transportaco serta struktur organisasi di dalamnya. 
2. Data kuantitatif, yaitu informasi berupa angka seperti Laporan Kuangan 
PT Rizki Cemerlang Transportaco, yakni laporan keuangan komersial 
yang telah dikoreksi fiskal dan PPh terutang. 
Sementara, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
3. Data primer, ialah data yang diperoleh peneliti dengan melakukan 







primer didapatkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan 
ta staff maupun accounting staff. 
4. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari data yang telah ada berupa 
data dari jurnal, buku, atau artikel. Data ini diperoleh tidak hanya dalam 
bentuk tulisan namun bisa juga dalam bentuk lisan atau informasi lain 
yang menyangkut objek peneitian. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti ialah sebagai 
berikut. 
1. Penelitian Lapangan  
a. Observasi, kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan terhadap 
lingkungan yang menjadi objek penelitian, agar mendapatkan informasi 
maupun gambaran yang baik mengenai perusahaan yang hendak diteliti. 
b. Wawancara, ialah metode yang dilakukan peneliti dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada pegawai perusahaan, baik secara lisan 
maupun tertulis. 
2. Studi Kepustakaan 
 Peneliti mengambil data dan informasi yang diperlukan melalui referensi 
literatur, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, buku, dan bacaan 
lainnya yang dapat menambah informasi mengenai masalah yang sedang diteliti. 
3. Website dan Situs-situs Terkait 
 Peneliti juga mengambil data dan informasi dari mengakses website dan 








3.5 Metode Analisis 
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan analisis deskriptif comparative. Deskriptif yaitu menjelaskan 
secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam peyajian 
laporan keuangan, peyajian pajak kini, dan peyajian pajak tangguhan. Komparatif 
yaitu membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan 
PSAK No. 46 khususnya mengenai pajak tangguhan. Data yang diperoleh dari 
perusahaan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut. 
1. Melakukan inventarisasi akun-akun laporan keuangan yang harus 
dilakukan koreksi fiskal 
2. Menganalisis akun-akun laporan keuangan yang menunjukkan 
perbedaan pengakuan penghasilan dan/atau beban menurut peraturan 
perpajakan dengan perusahaan. 
3. Mengidentifikasi dan menghitung beda waktu, yang dapat berupa 
perbedaan temporer kena pajak yang menghasilkan kewajiban pajak 
tangguhan dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yang 
menghasilkan aktiva pajak tangguhan. 
4.  Membuat penyesuaian dan perhitungan pajak penghasilan tangguhan 
sesuai dengan PSAK No. 46. 
5. Membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan sehubungan dengan 










1. PT. Rizki Cemerlang Transportaco dalam menetapkan kewajiban 
pajak Badan tahun berjalan, telah menghitung dan menetapkan 
Utang PPh Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
berlaku. 
2. PT. Rizki Cemerlang Transportaco tidak membentuk pajak 
tangguhan yang berkaitan dengan PPh Badan, sehingga 
keseluruhan utang pajak tahun berjalan sama dengan beban pajak 
tahun berjalan, demikian juga dengan penyajian beban pajak yang 
terkait dengan pemotongan pajak yang bersifat final tidak match 
dengan pendapatan yang diakui pada periode tersebut, yakni untuk 
9 bulan yang berjalan per 31 Desember 2014. Beban PPh Pasal 4 
(2) yang diakui oleh PT. Rizki Cemerlang Transportaco adalah 
sebesar jumlah yang dipotong oleh pihak yang menyewa, 
sementara pajak yang dipotong tersebut adalah untuk pendapatan 
yang diterima untuk jangka waktu 24 bulan. 
5.2. Saran 
1. Agar laporan income lebih berkualitas, maka seyogyanya 
perusahaan membentuk pajak tangguhan dengan mengakui beban 
pajak tahun berjalan, dengan mengaitkan saat pengakuan 







baik atas  Beban PPh Badan, maupun atas  Beban PPh Pasal 4 
(2). 
2.  Untuk memenuhi saran pada angka 1 di atas, maka dalam 
melakukan koreksi fiskal, harus mengidentifikasi beda permanen 
dan beda alokatif. 
3. Penelitian ini didasarkan atas peraturan perpajakan yang berlaku 
pada tahun buku pelaporan perusahaan objek penelitian, sehingga 
untuk peneliti berikut, harus senantiasa mencermati perubahan-
perubahan ketentuan perpajakan yang akan mempengaruhi koreksi 
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